A

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya didalam penelitian ini,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persgtujtiar Jatam engelolazn limbah B3 di Kabupaten Karawang
Upakan kesepakatan antara pe aan penghasil limbah B3 dan pihak

ait, seperti pemerintah setempat atau dinas_lingkungan hidup. Persetujuan

an pelanggaran

Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO arawang melalui
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang berdasarkan
dari tiga jenis hukum yaitu, Hukum Administratif, Hukum Perdata, dan Hukum
Pidana. Upaya preventif dalam pengendalian dampak lingkungan harus
diperkuat dengan pengawasan dan perizinan yang maksimal. Sertifikat
Kelayakan Operasional (SLO) menjadi instrumen penting dalam memastikan

usaha dan kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Penting bagi semua pemangku
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kepentingan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup guna menjaga kehidupan generasi saat ini dan

masa depan.

Saran

Berdasarkan pembahasan didalam penelitian ini, maka saran yang dapat

peneliti dibeg impulan aZaIah:
: Lingkungan Hidup dan Kebersihan

rhasil mengimplementasikan program

terhadap pencemaran

Menteri Lingkungan Hidup:
yang menghasilkan limbah B3 di Ka ntuk memastikan
kepatuhan terhadap peraturan dengan melaporkan dokumen manifest B3
kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.

Meningkatkan kesadaran akan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
penting bagi semua pemangku kepentingan. Perusahaan harus memastikan
kelayakan operasional mereka melalui Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO)

yang sesuai dengan peraturan lingkungan. Setiap individu dan kegiatan usaha

yang menghasilkan limbah berbahaya harus mematuhi aturan dan menghindari
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pelanggaran yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Penting juga untuk
menguatkan peran pengadilan dalam memberikan putusan pidana yang

mengikat dan menegakkan penegakan hukum dalam sengketa lingkungan.




